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Abstrak
 

Undang-undang Nomor 8 Tabun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

(Pertamina) memberikan kewenangan kepada Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan di bidang

minyak dan gas bumi. Berdasarkan kewenangan tersebut Pertamina melakukan berbagai kontrak production

sharing, antara lain dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (KOB) yang dilakukan oleh perusahaan negara

tersebut dengan perusahaan dengan modal asing Karaha Bodas Company (KBC) pada tahun 1994.

 

Proyek bersama pengembangan energi geotermal tersebut belum sempat dilaksanakan, ketika Indonesia

mengalami krisis ekonomi (1997), sehingga untuk menanggulanginya Presiden mengeluarkan keputusan

presiden yang antara lain menangguhkan pelaksanaan proyek KBC. Merasa dirugikan dengan penangguhan

tersebut, KBC berusaha melakukan berbagai negosiasi agar proyek terus dilaksanakan sebagaimana

diperanjikan. Kegagalan negosiasi tersebut memaksa pihak KBC menempuh jalur hukum dengan

menggugat Pertamina di Badan Arbitrase di Swiss sesuai dengan bunyi klausula penyelesaian sengketa.

Gugatan KBC diterima dan Pertamina diharuskan membayar sejumlah ganti rugi.

 

Tesis ini mencoba menjelaskan hubungan antara klausula force majeure dalam KOB yang mencantumkan

frasa any government related event yang hanya berlaku bagi kontraktor (KBC) tetapi tidak dapat digunakan

oleh company (Pertamina) dengan menggunakan pertimbangan force majeure bagi Keputusan Presiden

untuk menangguhkan KOB.

 

Untuk menjelaskan ha! itu diajukan dua masalah, yaitu: (a) apakah pencatuman klausula force majeure

dalam KOB memenuhi unsur-unsur force majeure, dan (b) bagaimana pertimbangan badan Arbitrase Jenewa

terhadap kiausuia force majeure bagi penyelesaian sengketa?

 

Dari basil penelitian disimpulkan bahwa pencantuman klausula force majeure dalam KOB Pasal 15.1 yang

menyatakan "with respect to CONTRACTOR only, any Government Related Event tidak memenuhi unsur

force majeure daiam hukum kontrak, karena klausula force majeure seharusnya berlaku bagi Para pihak.

Namun Badan Arbitrase di Swiss yang mengadili gugatan ini cenderung berpikir legalistik dengan patokan

menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak dipertimbangkan secara umum unsur-unsur

force majeure yang dikenal dalam konsepsi hukum perdata baik daiam KUH-Perdata maupun dalam sistem

common law. Meskipun Badan Arbitrase "menghormati" keputusan presiden yang menangguhkan

peiaksanaan proyek KBC, namun Pertamina tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam kontrak

yang telah disepakati, sehingga Pertamina dan PLN tidak dapat menjadikan keputusan tersebut sebagai

alasan yang sah untuk melepaskan kewajibannya.
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Hasil penelitian ini menyarankan untuk menghindari perbedaan penafsiran, Pertamina dan Badan Usaha

Milik Negara lebih berusaha memahami hakekat kebebasan berkontrak para pihak yang dijunjung tinggi

pihak asing dan menempatkannya dalam posisi yang tidak bertentangan dengan otoritas Pemerintah untuk

(sewaktu-waktu) mengeluarkan kebijakan publik yang terkait dengan pelaksanaan kontrak tersebut.


